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Abstract 
The purpose of this study was to examine employee perceptions in government 

institutions, namely the influence of procedural justice, distributive justice, 

effectiveness of the internal control system, suitability of compensation, organizational 

culture, unethical behavior, and law enforcement against fraud in the Mimika 

Government, Papua. The number of samples in this study were 140 respondents in the 

Mimika Government, Papua. The results of this study indicate that unethical behavior 

has a positive effect on fraud potential, law enforcement has no effect on potential 

fraud, the effectiveness of the internal control system has a negative effect on fraud 

potential, procedural justice has a negative effect on fraud potential, distributive justice 

has no effect on potential fraud, suitability compensation does not affect the potential 

for fraud, and organizational culture does not affect the potential for fraud in the 

Mimika government sector in Papua. 
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PENDAHULUAN 

 

Kiroam (2017) konsepsi mengenai kecurangan baru timbul setelah adanya 

pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan 

keuangan jabatannya. Prinsip ini muncul di barat setelah adanya revolusi Prancis dan di 

negara-negara Anglo-Sakson, seperti Inggris dan Amerika Serikat, timbul pada 

permulaan abad ke-19. Sejak itu penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, 

khususnya keuangan, dianggap sebagai tindak kecurangan. Dalam konteks di 
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Indonesia, setidaknya ada tiga faktor penyebab makin merajalelanya kecurangan 

hingga ke level penyelenggara negara di daerah. 

Pertama, manusia di era modern dewasa  ini telah kehilangan intelektualisme 

dan daya nalar kritis-filosofis dalam membedakan mana kepentingan umum dan 

kepentingan pribadi. Mereka juga tidak bisa membedakan tanggung jawab sosial dan 

peran individu sebagai penguasa. Kedua, modernisasi juga menciptakan terjadinya 

kecurangan, karena ia menciptakan sumber kekayaan dan kekuasaan baru. kecurangan 

dalam konteks ini adalah pada akses peningkatan peran politik kelompok baru yang 

sarat dengan sumber-sumber kecurangan serta upaya asimilasi kelompok baru ke dalam 

sistem politik dengan cara-cara yang menyimpang.  

Di Afrika, kecurangan dilakukan secara bersamaan oleh penyelenggara negara, 

pemegang kekuasaan dan pejabat pengawasan sumber-sumber devisa negara, yang 

memungkinkan mereka berkolaborasi secara nyata dalam melakukan penyelewengan 

kekuasaan diawal proses modernisasi. Para jutawan baru di negara-negara Eropa 

berusaha menyuap para penguasa untuk diberi kesempatan menduduki posisi sebagai 

anggota senat atau parlemen, dengan menjadi aktor dalam sistem politik yang 

cenderung dalam lingkup yang tidak sehat. Masuknya salah satu partai politik di 

Indonesia dalam struktur birokrasi pemerintahan menambah kehancuran bangsa. 

Kecurangan telah terjadi dalam setiap sistem pelembagaan partai politik. Dengan 

begitu, peluang terbuka lebar untuk melakukan akses tindak kecurangan 

Ketiga, modernisasi telah mengubah sistem hukum. Peragaman hukum 

memperbesar kemungkinan kecurangan. Perlu disadari bahwa hukum akan hancur bila 

tidak dibarengi dengan pengawasan efektif dan sejumlah kepentingan terbuka bagi 

segelintir orang. Lebih parahnya, jika para hakim tidak memiliki integritas kejujuran 

dan keberanian tinggi dalam menegakkan hukum dalam kontek kecurangan yang 

melibatkan elite pejabat pemerintahan. Kegagalan sistem merupakan salah satu dari 

sumber kecurangan dalam birokrasi pada dasarnya dapat diidentifikasi dari dua bagian 

yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal berasal dari kelemahan dan 

kegagalan sistem yang ada pada birokrasi sendiri. Hal tersebut dapat menimbulkan 

perilaku kecurangan dalam birokrasi.  

Indonesian Corruption Watch (ICW) “melakukan pemantauan terhadap 

penanganan kasus Korupsi tahun 2015, menyatakan bahwa kerugian negara akibat 

kasus korupsi mencapai Rp 3,1 triliun. Dari jumlah kerugian tersebut, sebesar Rp 1,2 

triliun didapat pada semester pertama tahun 2015. Sedangkan pada semester kedua 

tahun 2015 mencapai Rp 1,8 triliun”. Jawa Timur sendiri merupakan provinsi dengan 

jumlah kasus korupsi terbanyak di tahun 2015 yang dipantau oleh ICW. Pada Provinsi 

Jawa Timur, terdapat sejumlah 54 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 332,3 miliar 

dan nilai suap sebesar Rp 2,4 miliar. Sedangkan hasil pemantauan “indonesian 

corruption watch (ICW) pada semester satu tahun 2016, terhitung mulai 1 Januari 

hingga 30 Juni 2016” di provinsi Jawa Timur sebanyak 19 kasus dengan kerugian 

mencapai Rp 223,5 miliar. Begitu banyak korupsi kasus korupsi di Jawa Timur 

menandakan bahwa masih lemahnya pengawasan dalam kegiatan pemerintahan 

Hariyanto (2018) berdasarkan sumber dari jumpa pers KPK, terdapat enam 

kepala daerah terkena operasi tangkap tangan “(OTT) yang dilakukan KPK. Bupati 

Hulu Selatan Abdul Latif hingga yang terakhir Bupati Bandung Barat Abu Bakar, serta 

empat kepala daerah lain menjadi tersangka kasus korupsi karena hasil pengembangan 

kasus sebelumnya.  
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Penelitian  ini  menerapkan  “Crowe’s  fraud  pentagon  theory”,  sebuah teori   

yang   menjelaskan   bahwa   terdapat   lima   elemen   yang   mendasari seseorang 

melakukan kecurangan yaitu opportunity (kesempatan), pressure (tekanan), 

rationalization (pembenaran), competence (kapabilitas), dan arrogance (arogansi). 

Teori ini merupakan teori terbarukan hasil pengembangan teori fraud triangle yang 

dikemukakan oleh Cressey (1953) dan teori fraud diamond yang dikemukakan oleh 

Wolfe dan Hermanson (2004)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan 

terhadap maraknya kasus kecurangan yaitu korupsi di Indonesia terutama disektor 

pemerintahan yang masih cukup sulit untuk diungkapkan. 

 

Perumusan Masalah 

          “Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penelitian yang menjadi perhatian 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut”: 

1. Bagaimana pengaruh arogansi yang diukur dengan perilaku tidak etis terhadap 

potensi kecurangan? 

2. Bagaimana pengaruh kompetensi yang diukur dengan penegakan hukum 

terhadap potensi kecurangan? 

3. Bagaimana pengaruh peluang yang diukur dengan yang terdiri dari 

a. Keefektifan sistem pengendalian internal terhadap potensi kecurangan? 

b. keadilan prosudural terhadap potensi kecurangan? 

c. keadilan distributif terhadap potensi kecurangan? 

4. Bagaimana pengaruh tekanan yang diukur dengan kesesuaian kompensasi 

terhadap potensi kecurangan 

5. Bagaimana pengaruh rasionalisasi yang diukur dengan budaya organisasi 

terhadap potensi kecurangan 

 

 

REVIU LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

Theory of Planned Behavior (TPB) 

            Theory of Planned Behavior yang sering disebut dengan TPB diusung pertama 

kali oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 melalui artikel yang berjudul From Intention To 

Action: A Theory Of Planned Behavior. Theory of Planned Behavior merupakan salah 

satu model psikologi sosial yang paling sering digunakan untuk meramalkan perilaku, 

dan dirancang untuk meramalkan dan menjelaskan tingkah laku manusia dalam konteks 

yang spesifik. 

Tiraada (2013) mengemukakan bahwa munculnya niat untuk berperilaku 

ditentukan oleh tiga faktor:  

a. Behavioral Beliefs.  

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan 

evaluasi atas hasil dari tindakan yang dilakukannya tersebut.  

b. Normative Beliefs.  

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi 

untuk memenuhi harapan tersebut. Atau normative belief dapat juga diartikan 

sebagai kepercayaan-kepercayaan atau motivasi mengenai suatu harapan-harapan 

yang diinginkan, dan harapan tersebut muncul karena pengaruh dari orang lain.  
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c. Control Beliefs.  

Control beliefs merupakan keyakinan atau kepercayaan tentang adanya keberadaan 

hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan. 

Selain itu suatu persepsi seseorang akan muncul, dan persepsi tersebut juga 

berhubungan tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat 

perilakunya tersebut 

 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan mengenai Agency Theory sebagai 

berikut: hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih prinsipal 

menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka 

dengan mendelegasikan beberapa wewenang untuk membuat keputusan kepada agen. 

Pemisahan kepemilikan dan pengendalian menyebabkan manajemen bertindak tidak 

sesuai dengan keinginan prinsipal. Dalam melaksanakan tugas manajerial, manajemen 

memiliki tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan prinsipal di dalam 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Pemisahan kepemilikan dan 

pengendalian perusahaan disebut konflik keagenan (agency conflict). 

1. Arogansi (perilaku tidak etis), kaitannya dengan teori agensi adalah bahwa 

seseorang sebagai pemegang informasi penuh dapat menggunakan informasi 

tersebut sesuai dengan keinginannya, sehingga dapat menyebabkan kecurangan. 

2. Kompetensi (penegakan hukum), kaitannya dengan teori agensi ialah seorang 

dengan mempunyai kemampuan dapat menggunakan kemampuannya dalam 

menyalahgunakan informasi yang ada demi kepentingannya sendiri sehingga dapat 

berpotensi melakukan upaya illegal hukum. 

3. Peluang 

a. Keefektifan sistem pengendalian internal, terjadinya kecurangan dilandasi oleh 

tidak efektifnya sistem pengendalian internal, seorang yang mempunyai 

kesempatan dapat memanfaatkan peluang dalam melakukan kecurangan. 

b. Keadilan prosedural, kaitannya dengan teori agensi adalah dengan berbagai 

keputusan yang diambil oleh seseorang, dimana keputusan tersebut menjadi 

pemicu tumbuhnya rasa ketidakadilan terhadap beberapa orang yang dapat 

menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. 

c. Keadilan distributif, kaitannya dengan teori agensi adalah dengan adanya 

ketidakwajaran terhadap hasil yang dirasakan, terhadap para pengambil 

keputusan. 

4. Tekanan (kesesuaian kompensasi), kaitanya dengan teori agensi adalah tekanan 

yang dilakukan principal terhadap manajemen terlalu tinggi sehingga kompensasi 

yang diterima tidak sebanding dengan kegiatan yang dilakukan, maka dapat 

menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. 

5. Rasionalisasi (budaya organisasi), kaitannya dengan teori agensi ialah budaya 

organisasi yang baik dapat menghindari seseorang melakukan kecurangan, budaya 

yang baik dapat diartikan hubungan kerjasama yang baik antara principal dengan 

agen seperti informasi-informasi yang disampaikan agen terhadap prinsipal sesuai 

dengan fakta yang ada. 
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Fraud Pentagon 

Konsep Dasar Fraud Pentagon 

Arogansi (Perilaku Tidak Etis) 

Indriani (2017) perilaku tidak etis di Indonesia dapat dilihat dari permasalahan 

integritas. Walaupun sistem dan kesempatan sudah ditutup serapat mungkin, tekanan 

sudah dikurangi dengan berbagai kebijakan (termasuk menaikkan gaji dan 

penghasilan), tidak ada lagi kemungkinan untuk melakukan pembenaran, serta sudah 

terbukanya pengelolaan kekuasaan, namun apabila terjadi kehilangan integritas (lack of 

integrity) maka penyimpangan akan terus semakin marak dan mewabah kemana-mana. 

Mereka yang berintegritas biasanya jauh dari segala niat jahat karena apa yang 

dilakukannya selalu dilandasi dengan keteguhan akan kebenaran dan etika. Oleh kerana 

itu, orang yang berintegritas tidak akan terjebak dalam perbuatan criminal mengingat 

suatu perbuatan kriminal biasanya dipicu oleh niat jahat baik oleh diri sendiri maupun 

komunitas dimana dia berada saat itu. Seorang yang berintegritas tidak pernah cemas 

atas konsekuensi dari sikap yang ditunjukkannya meskipun hal tersebut tidak disukai 

oleh pihak lain dan dia sendiri tanpa pendukung disekitarnya. 

 

Kompetensi (Penegakan Hukum) 

Prambudi et al (2017) kompetensi (penegakan hukum) dimana seseorang 

merasa memiliki kedudukan yang tinggi dan tingkat keegoisan yang tinggi maka dapat 

menyalahgunakan kedudukannya dalam hal melakukan sesuatu maupun mengambil 

suatu keputusan. Keputusan dapat diambil dengan pertimbangan sendiri tanpa 

mendengarkan ide-ide dari para pegawainya.Fraud secara umum merupakan perbuatan 

melanggar hukum, yang dilakukan secara ilegal, dan dilakukan oleh orang perorangan 

atau sekelompok orang, baik dari dalam maupun luar organisasi secara sengaja atau 

terencana yang menyebabkan orang atau kelompok mendapatkan keuntungan, dan 

disisi lain dapat merugikan orang atau kelompok lain.  

 

Peluang 

Keefektifan Sistem Pengendalian Internal 

Prambudi et al (2017) peluang (Opportunity) adalah faktor penyebab 

kecurangan yang disebabkan karena adanya kelemahan didalam suatu sistem, dimana 

seorang pegawai mempunyai kemampuan (competence) dan kuasa untuk 

memanfaatkan kelemahan yang ada sehingga dapat melakukan kecurangan, faktor 

arogansi (arrogance) juga dapat memicu terjadi kecurangan, dengan kedudukan dan 

keserakahan pegawai dapat menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan internal 

control disuatu instansi. Rasionalisasi (rationalization) yaitu faktor dimana pegawai 

tersebut mengesahkan perbuatannya itu padahal perbuatannya dapat menyebabkan 

kerugian bagi instansi. 

 

Keadilan Prosedural 

Indriani (2017) keadilan prosedural adalah keadilan dimana dalam suatu 

pemerintahan adanya suatu ketidakadilan yang dirasakan didalam organisasi dapat 

menjadi pemicu seseorang melakukan kecurangan. Mengacu pada tingkat keadilan 

yang dirasakan terhadap suatu proses pengambilan keputusan. 
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Keadilan Distributif 

Indriani (2017) keadilan distributif adalah suatu konsep psikologis yang 

berhubungan dengan kewajaran terhadap hasil yang dirasakan. 

 

Tekanan (Kesesuaian Kompensasi) 
Indriani (2017) tekanan atau pressure merupakan hal yang selalu datang dalam 

kehidupan manusia hampir dalam berbagai bentuk dan berbagai aktivitas yang 

dilakukan setiap orang. Dalam variabel ini tekanan diproksikan dengan kesesuaian 

kompensasi. Terdapat dua jenis tekanan, dari dalam diri orang tersebut serta tekanan 

yang datang dari kondisi diluar. Tekanan yang datang dari dalam adalah kebutuhan 

untuk menjalankan kehidupan yang memang berat namun penghasilannya yang tidak 

memungkinkan baginya untuk memenuhinya. Hal seperti ini (terutama yang golongan 

rendah) banyak terjadi pada pegawai pemerintah baik sipil maupun militer karena 

memang mereka masih dibayar rendah (under paid) sedangkan kebutuhan hidupnya 

dan keluarganya (untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta 

pemenuhan sembilan bahan pokok) semakin meningkat dari waktu ke waktu. Mereka 

ini pada dasarnya tidak mau melakukan korupsi namun karena kondisi yang tidak 

kondusif sehingga mereka terjebak dalam perbuatan curang. 

 

Rasionalisasi (Budaya Organisasi) 

Prambudi et al (2017) rasionalisasi peneliti memproksikan suatu rasionalisasi 

dengan budaya organisasi dan perilaku tidak etis. Budaya organisasi dapat ditingkatkan 

dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber 

perusahaan bekerja secara efisien. Budaya organisasi yang baik tidak akan membuka 

peluang sedikitpun bagi pegawai untuk melakukan korupsi. 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan (Fraud) 

Perilaku tidak etis dapat didefinisikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan 

norma-norma sosial secara umum. Bila dikaitkan dengan fraud pentagon theory. Faktor 

pertama yaitu tekanan (pressure), tekanan tersebut diperoleh melalui pengaruh budaya 

organisasi didalam organisasi tersebut, dapat  dikatakan  jika budaya  didalam  

organisasi  itu  tidak  baik maka akan mempengaruhi sikap para atasan dan pegawai 

untuk berperilaku tidak etis, dan faktor kedua yaitu peluang (opportunity), jika perilaku 

tidak etis didalam instansi   tersebut   tinggi,   maka   akan   menciptakan   peluang   

terjadinya kecurangan didalam instansi tersebut, dan apabila peluang untuk melakukan 

kecurangan sudah ada, maka akan timbul faktor ketiga yaitu rasionalisasi, dimana 

anggota organisasi menganggap perilaku tidak etis tersebut menjadi hal yang biasa 

didalam instansi.  

Zulkarnain   (2012) terdapat pengaruh  positif  antara  perilaku  tidak  etis.  

Dapat  disimpulkan  bahwa semakin etis   perilaku pegawai instansi pemerintahan maka 

akan dapat menekan terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Perilaku etis seorang 

pegawai   juga   dipengaruhi   oleh   budaya   organisasi   yang   baik.   budaya 

organisasi akan mempengaruhi sikap dan perilaku semua anggota organisasi tersebut. 

Budaya yang kuat dalam organisasi dapat memberikan paksaan atau dorongan kepada 

para anggotanya untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh 

organisasi. Dengan adanya ketaatan atas aturan dan juga kebijakan-kebijakan instansi 
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tersebut maka diharapkan bisa mengoptimalkan  kinerja  dan  produktivitas  para  

pegawai  untuk  mencapai tujuan  organisasi. 

Permatasari et al (2017) menyimpulkan perilaku tidak etis berpengaruh positif 

terhadap kecurangan (fraud). perilaku tidak etis dapat menekan adanya kecenderungan 

kecurangan (fraud) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Oleh 

karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : (Arogansi) Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan 

(fraud). 

 

Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Kecurangan (Fraud) 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau  

berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman perilaku dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Walaupun hukum tidak dapat terlihat, namun 

sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Bila dikaitkan dengan fraud pentagon 

theory, faktor pertama yaitu tekanan (pressure), faktor tekanan ini datang dari tekanan 

kebutuhan yang mencakup tuntutan ekonomi dan kebutuhan keuangan, faktor kedua 

yaitu peluang (opportunity), peluang terjadinya  kecurangan muncul karena penegakan 

hukum yang lemah didalam suatu   instansi, dan faktor ketiga yaitu rasionalisasi 

(rationalization), karena penegakan  hukum  yang lemah maka para pegawai tidak 

merasa takut dengan hukum yang ada, akibatnya para pegawai akan terus melakukan 

kecurangan. Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud 

untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung 

merugikan pihak lain. Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek 

hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada disuatu 

negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhinya. 

Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan 

timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum 

yang baik diharapkan dapat mengurangi fraud di sektor pemerintahan. 

Permatasari et al (2017) menyimpulkan penegakan hukum berpengaruh negatif 

terhadap kecenderungan kecurangan  (fraud) pada pegawai keuangan Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini mendukung teori fraud dimana pegawai 

keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mematuhi peraturan hukum 

sehingga semakin tinggi persepsi pegawai tentang penegakan hukum atau peraturan 

dalam suatu instansi maka akan mengurangi adanya tindak kecurangan (fraud). Oleh 

karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : (Kompetensi) Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan 

(fraud). 

 

Peluang 

Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan 

(Fraud) 

Permatasari et al (2017) sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif 

merupakan komponen penting dalam manajemen dinas pemerintahan dan menjadi 

dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern yang 

efektif dapat membantu pemerintah dalam menjaga aset, menjamin tersedianya 

pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan yag berlaku, serta mengurangi risiko 
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terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek ke hati-hatian. Menurut PP 

Nomer 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi 

pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan 

Pengendalian internal berkaitan dengan proses-proses dan praktik- praktik 

manajemen di suatu organisasi dimana manajer berusaha untuk memastikan bahwa 

keputusan-keputusan dan aktivitas-aktivitas yang disetujui benar-benar diambil dan 

dilaksakan dengan baik. Bila dikaitkan dengan fraud pentagon theory, faktor pertama 

yaitu tekanan (pressure), tekanan datang dari kelompok organisasi untuk mengabaikan 

sistem pengendalian yang berlaku, maka   akan   berdampak   timbulnya   kecurangan   

di sektor pemerintah, sedangkan faktor kedua yaitu peluang (opportunity), kecurangan 

yang ditimbulkan oleh faktor ini disebabkan karena sistem pengendalian internal di 

suatu organisasi belum berjalan dengan efektif dan efisien, dan juga belum berjalan 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan juga disebabkan karena lemahnya 

sistem pengendalian internal didalam organisasi tersebut, dan faktor ketiga yaitu 

rasionalisasi (rationalization), faktor rasionalisasi ini adalah mengesahkan atau 

menghalalkan sistem pengendalian yang sudah berjalan didalam organisasi tanpa 

memikirkan untuk memperbaiki atau membuat lebih baik lagi sistem pengendalian 

internal didalam organisasi tersebut agar lebih efektif dan efisien. 

Rizky et al (2017) menyimpulkan keefektifan pengendalian internal 

berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.Keefektifan sistem  pengendalian 

internal merupakan suatu sistem yang terdiri dari kebijakan, prosedur, cara, dan 

peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan agar rencana dan tujuan dapat dicapai 

dengan baik. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif akan menghindarkan 

terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan. Oleh 

karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3a : (Peluang) Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap potensi 

kecurangan (fraud) 

 

Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kecurangan (Fraud) 
Procedural Justice Theory mengasumsikan bahwa keadilan yang terjadi ketika 

proses  keputusan yang diambil untuk menentukan luaran pekerjaan dipandang masuk 

akal. Lewis (2013) keadilan  yang dipersepsikan atas proses pembuatan keputusan 

tentang distribusi upah mempengaruhi sikap karyawan. Karyawan yang turut 

berpartisipasi dalam proses keputusan membuat mereka dan merasa memiliki informasi 

lebih baik tentang sistem upah akan mengarah kepada tingkat komitmen yang lebih 

tinggi pada organisasi dan kontrol yang lebih besar pada sistem upah itu. Jadi, persepsi 

karyawan atas keadilan  terhadap prosedur distribusi upah berkaitan dengan sikap 

positif karyawan seperti kepercayaan terhadap manajemen dan organisasi. Jika 

karyawan mempersepsikan keadilan pada proses pembuatan keputusan dalam 

mengalokasikan level upah, hal ini akan meningkatkan komitmen kerja karyawan. 

Hasil penelitian Prambudi et al (2017) keadilan prosedural berpengaruh 

negatif terhadap kecurangan (fraud). Seorang atasan atau pegawai menganggap bahwa 

keputusan yang dia ambil sudah tepat, tanpa harus mempertimbangkan keputusan-

keputusan lainnya. Jika berdasarkan teori fraud semakin tinggi tingkat adil di dalam 
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instansi pemerintah maka akan dapat menurunkan tingkat terjadinya kecurangan di 

dalam instansi tersebut. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3b : (Peluang) Keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan 

(fraud) 

 

Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Kecurangan (Fraud) 
Lewis (2013) distributive justice theory mengasumsikan bahwa keadilan 

(fairness) yang terjadi ketika orang menerima apa yang mereka pikirkan mereka layak 

menerimanya dari pekerjaan mereka. Keadilan  distributif terjadi pada saat seseorang 

menerima apa yang mereka pikirkan mereka layak menerimanya dari pekerjaan 

mereka. Seorang merasa tidak adil ketika mempersepsikan rasio input (effort) dan 

luaran (upah) adalah dibayar lebih rendah dengan pihak lain dalam pekerjaan dan 

organisasi yang sama. Ketidaksesuaian ini berpangaruh pada tensi psikologis dan 

luaran organisasi. Keadilan distibutif dapat didefinisikan sebagai perlakuan adil bagi 

karyawan ditinjau dari gaji atau upah, jam kerja, promosi,  dan reward lainnya. Jika 

para manajer merancang upah dan kebijakan promosi sesuai pendidikan, kepakaran, 

dan kecakapan, serta kinerja para karyawan, mereka akan puas dan berkomitmen pada 

organisasi. 

Hasil penelitian Lewis (2013) menyimpulkan keadilan distributif berpengaruh 

terhadap komitmen karyawan. Adanya keadilan perlakuan interpersonal yang karyawan 

terima dari pembuat keputusan organisasional. Persepsi yang positif atas keadilan 

perlakuan interpersonal pada sistem kompensasi akhirnya dapat meningkatkan 

komitmen kerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, sokongan 

atau dukungan atasan atas keluhan dan aduan bawahan tentan kompensasi. Kedua, 

sikap terus terang dan tulus ikhlas atas tentang kenaikan gaji. Ketiga, kejujuran dan 

etika pimpinan dalam menangani persoalan tingkat gaji. Keempat, para atasan  

mengatakan yang sebenarnya atau jujur dalam negosiasi kompensasi. Kelima, para 

atasan dapat dipercayai ketika sampai pada negosiasi kompensasi. Keenam, para 

manajer memberi penjelasan yang rasional  tentang negosiasi kompensasi. Ketujuh, 

para atasan  menghargai wakil buruh dalam negosiasi kompensasi. Jika berdasarkan 

teori fraud semakin tinggi tingkat adil di dalam instansi pemerintah maka akan dapat 

menurunkan tingkat terjadinya kecurangan di dalam instansi tersebut. Oleh karena itu 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3c : (Peluang) Keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan 

(fraud) 

 

Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan (Fraud) 

Zulkarnain (2013) kompensasi merupakan hasil kerja atau balas jasa pegawai 

yang berwujud nominal (uang) yang diberikan majikan (pimpinan) kepada pegawainya. 

Kompensasi dapat berperan dalam meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja 

lebih efektif dan produktif, sebab kompensasi adalah alat untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan karyawan.  

Permatasari et al (2017) kompensasi merupakan salah satu motivasi penting 

yang ikut mendorong karyawan untuk berprestasi, sehingga tinggi rendahnya 

kompensasi yang diberikan akan mempengaruhi kinerja dan kesetiaan karyawan. 

Beberapa tujuan kompensasi, yaitu: menjalin ikatan kerja antara majikan dengan 

karyawan, kepuasan kerja (balas jasa), motivasi, disiplin, dan stabilitas karyawan. 
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Hasil penelitian Zulkarnain (2013) menunjukkan terdapat pengaruh negatif 

antara kesesuaian kompensasi dengan fraud di sektor pemerintahan. Semakin tinggi 

jumlah kompensasi yang diberikan oleh prinsipal, maka semakin kecil kemungkinan 

terjadinya kecurangan akuntansi. Adanya pemberian kompensasi yang sesuai dengan 

pekerjaan yang dilakukan pegawai diharapkan dapat membuat pegawai merasa 

tercukupi sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai dan mengurangi tindakan 

kecurangan (fraud). Apabila seorang pegawai merasa kompensasi yang diterima tidak 

sesuai dengan apa yang telah dikerjakan untuk perusahaan atau instansi maka akan 

mendorong seorang pegawai untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : (Tekanan) Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap potensi 

kecurangan (fraud) 

 

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan (Fraud) 

            Zulkarnain (2013) kultur organisasi merupakan nilai, norma, dan konsep dasar 

yang dianut oleh anggota organisasi yang mempengaruhi perilaku dan cara kerja 

anggota organisasi. Perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, 

yang jawabannya tergantung pada interaksi yang komplek antara situasi serta 

karakteristik pribadi pelakunya. Meski sulit dalam konteks akuntansi, dan hubungannya 

dengan pasar sering tidak jelas, namun memodelkan perilaku perlu dipertimbangkan 

guna memperbaiki kualitas keputusan serta mengurangi biaya yang berkaitan dengan 

informasi dan untuk memperbaiki tersedianya informasi yang tersedia bagi pasar. Gaya 

kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan 

tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam 

memimpin. Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang 

ditetapkan oleh manajemen dinas secara berkesinambungan (on going basis). Jika 

budaya organisasi yang dianut didalam organisasi tersebut budaya yang tidak baik 

maka akan menimbulkan peluang terjadinya kecurangan didalam organisasi, sehingga 

semakin rendah budaya organisasi maka potensi kecurangan akan semakin tinggi. 

H5 : (Rasionalisasi) Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap potensi 

kecurangan (fraud) 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah para pegawai di 

pemerintah daerah Kabupaten Mimika, Papua.  

 

Pengukuran Variabel 

 

Tabel 1 

Pengukuran Variabel Penelitian 

SUMBER VARIABEL INDIKATOR PENGUKURAN 

Gobson et al 

(2012) 

Kesesuaian 

Kompensasi 

1.Kompensasi keuangan 

2.Pengakuan perusahaan 

atas keberhasilan dalam 

Ordinal 
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SUMBER VARIABEL INDIKATOR PENGUKURAN 

melaksanakan pekerjaan 

3.Promosi 

4.Fasilitas pekerjaan 

5.Prosedur kompensasi 

yang mengekspresikan 

pandangan dan perasaan 

Mulyadi (2002) 

Keefektifan 

sistem 

pengendalian 

internal 

1.Lingkungan 

Pengendalian 

2.Penaksiran Resiko 

3.Aktivitas Pengendalian 

4.Inforamsi dan 

Komunikasi 

5.Pemantauan dan 

Monitoring 

Ordinal 

Robbins (2013) 

Budaya 

Organisasi 

1.Model peran yang 

visible 

2.Komonikasi harapan-

harapan etis 

3.Pelatihan Etis 

4.Hukuman bagi tindakan 

etis 

5.Mekanisme 

perlindungan etika 

 

Ordinal 

Faulk  II (2002) 

Keadilan 

Prosedural 

1.Prosedur dan aturan  

konsisten digunakan 

untuk membuat 

keputusan tentang 

kompensasi 

2.Ada bias dan motif 

pribadi membentuk  

keputusan kompensasi 

3.Keputusan remunerasi 

dibuat secara etis 

4.Informasi yang akurat 

digunakan untuk 

membuat keputusan 

tentang remunerasi 

5.Masukan  didengar 

sebelum  membuat 

keputusan 

6.Ada kesempatan untuk 

mengubah keputusan 

yang sudah dibuat 

7.Alasan yang melatar 

belakangi keputusan 

remunerasi dijelaskan 

Ordinal 
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SUMBER VARIABEL INDIKATOR PENGUKURAN 

8.Perhatian diberikan 

karena hak 

9.Remunerasi  yang 

diberlakukan  adil 

Faulk  II (2002) 

Keadilan 

Distributif 

1.Mempertimbangkan 

tanggungjawab yang 

dimiliki 

2.Memperhitungkan 

pendidikan dan 

pelatihan  yang dimiliki 

3.Ditinjau dari 

pengalaman yang 

dimiliki 

4.Karena upaya (effort)  

yang diberikan 

5.Karena pekerjaan yang 

dilakukan dengan baik 

6.Karena tekanan dan 

ketegangan pekerjaan. 

Ordinal 

Rizky (2017) 

Penegakan 

Hukum 

1.Peraturan organisasi 

2.Disiplin kerja 

3.Pelaksanaan tugas 

4.Tanggung jawab 

Ordinal 

Robbins (1995) 

Perilaku 

tidak Etis 

1.Perilaku yang 

menyalahgunakan 

kedudukan 

2.Perilaku yang 

menyelahgunakan 

sumber daya organisasi 

3.Perilaku yang 

menyalahgunakan 

kekuasaan 

4.Perilaku yang tidak 

berbuat apa apa 

5.Perilaku yang 

mengabaikan peraturan 

Ordinal 

IAI (2001) Kecurangan 1.Kecurangan Laporan 

Keuangan 

2.Penyalahgunaan Aset 

3.Korupsi 

Ordinal 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Profil Responden 

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai keuangan SKPD di Pemerintahan 

Kabupaten Mimika, Papua. Dari populasi tersebut ditetapkan jumlah sampel sebanyak 



Analisis Faktor-Faktor yang Memicu Potensi Kecurangan (Fraud): Studi Penelitian 

pada Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua 
 

13 
 

140 responden, yang diambil menggunakan teknik non probability sampling. Metode 

pengumpulan data dengan pemberian kuesioner secara langsung kepada responden. 

Gambaran secara umum tentang profil responden dapat dilihat pada pembahasan 

berikut ini. 

 

Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jawaban dari 140 responden yang diteliti, karakteristik responden berdasarkan 

usia dapat di lihat pada gambar berikut ini. 

 

 
 

Gambar 1 

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Berdasarkan jenis kelamin responden, seperti terlihat pada Gambar di atas dapat 

diketahui bahwa mayoritas responden berusia wanita sebanyak 94 responden dan laki-

laki sebanyak 46 responden.  

 

Berdasarkan Usia 

Karakteristik responden berdasarkan jenis usia dapat di lihat pada gambar 

berikut ini. 

 

 
 

Gambar 2 

Profil Responden Berdasarkan Usia 

 

Berdasarkan usia responden, seperti terlihat di atas dapat diketahui bahwa 

responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 93 responden, 41-50 tahun sebanyak 31 

responden, 21-30 tahun sebanyak 16 tahun, dan lebih dari 50 tahun sebanyak 0 

responden. 
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Berdasarkan Pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat di lihat pada gambar 

berikut ini. 

 

 
 

Gambar 3 

Profil Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

Berdasarkan Gambar di atas, dapat dijelaskan untuk responden yang 

berpendidikan S1 sebanyak 98 responden, berpendidikan S2 sebanyak 30 responden, 

berpendidikan D3 sebanyak 12 responden, sedangkan untuk responden yang 

berpendidikan S3 sebanyak 0 responden. 

 

Berdasarkan Masa Bekerja 

Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat di lihat pada gambar 

berikut ini. 

 

 
 

Gambar 4 

Profil Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 

Berdasarkan Gambar di atas, dapat dijelaskan untuk responden dengan masa 

kerja lebih dari tiga tahun sebanyak 128 responden, masa kerja satu sampai dengan tiga 

tahun sebanyak 10 responden, dan masa kerja kurang dari satu tahun sebanyak 2 

responden. 

Berikut adalah tabel statistik deskriptif untuk masing-masing variabel 

penelitian: 
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Tabel 2 

Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Prilaku tidak etis 140 2,23 4,58 2,75 0,49 

Penegakan Hukum 140 3,47 4,89 4,53 0,30 

Keefektifan SPI 140 2,82 5,00 4,57 0,28 

Keadilan Prosudural 140 3,31 5,00 4,62 0,27 

Keadilan Distributif 140 3,46 5,00 4,48 0,25 

Kesesuaian Kompensasi 140 2,82 5,00 4,45 0,33 

Budaya Organisasi              

140 

2,82 5,00 4,61 0,33 

Potensi kecurangan 

Valid N (listwise) 

140 2,23 4,47 2,77 0,36 

 

Uji Validitas 

Tipe validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk 

(validity construct) yang menentukan validitas dengan cara mengkorelasikan antara 

skor yang diperoleh masing-masing item yang dapat berupa pertanyaan maupun 

pernyataan dengan skor totalnya. Keputusan pengujian validitas konsumen dengan 

menggunakan taraf signifikan 5% adalah sebagai berikut: 

- Jika r hitung > r tabel (0,13) maka instrument atau variabel pertanyaan berkorelasi 

signifikan terhadap total variabel (dinyatakan valid) 

- Jika r hitung < r tabel  (0,13) maka instrument atau variabel pertanyaan tidak 

berkorelasi signifikan skor total variabel (dinyatakan tidak valid) 

 

Tabel 3 

Hasil Uji Validitas 

No Variabel Indikator r hitung r table Kesimpulan 

1 

Prilaku tidak 

etis 

PTE1 0,76 0,13 Valid 

2 PTE2 0,75 0,13 Valid 

3 PTE3 0,78 0,13 Valid 

4 PTE4 0,72 0,13 Valid 

5 PTE5 0,80 0,13 Valid 

6 

Penegakan 

Hukum 

PH1 0,63 0,13 Valid 

7 PH2 0,76 0,13 Valid 

8 PH3 0,72 0,13 Valid 

9 PH4 0,69 0,13 Valid 

10 PH5 0,80 0,13 Valid 

11 

Keefektifan SPI 

KI1 0,69 0,13 Valid 

12 KI2 0,51 0,13 Valid 

13 KI3 0,72 0,13 Valid 

14 KI4 0,76 0,13 Valid 

15 KI5 0,61 0,13 Valid 

16 Keadilan 

Prosudural 

KP1 0,67 0,13 Valid 

17 KP2 0,61 0,13 Valid 
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Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai cronbach alpha. 

Apabila cronbach alpha > 0,60 artinya hasil instrumen dapat dikatakan relibel.  Hasil 

dari perhitungan koefisien reliabilitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 4 

Hasil Uji Reliabilitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam  penelitian ini akan digunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Data 

dinyatakan berdistribusikan normal jika signifikan lebih besar dari 5% (  > 

0.05). 

 

No Variabel Indikator r hitung r table Kesimpulan 

18 

 

KP3 0,70 0,13 Valid 

19 KP4 0,71 0,13 Valid 

20 KP5 0,71 0,13 Valid 

21 

Keadilan 

Distributif  

KD1 0,46 0,13 Valid 

22 KD2 0,65 0,13 Valid 

23 KD3 0,77 0,13 Valid 

24 KD4 0,57 0,13 Valid 

25 KD5 0,73 0,13 Valid 

26 

Kesesuaian 

Kompensasi 

KK1 0,61 0,13 Valid 

27 KK2 0,67 0,13 Valid 

28 KK3 0,76 0,13 Valid 

29 KK4 0,72 0,13 Valid 

30 KK 5 0,60 0,13 Valid 

31 

Budaya 

Organisasi 

BO1 0,72 0,13 Valid 

32 BO2 0,70 0,13 Valid 

33 BO3 0,71 0,13 Valid 

34 BO4 0,79 0,13 Valid 

35 BO5 0,68 0,13 Valid 

36 

Potensi 

kecurangan 

K1 0,79 0,13 Valid 

37 K2 0,69 0,13 Valid 

38 K3 0,63 0,13 Valid 

39 K4 0,71 0,13 Valid 

40 K5 0,76 0,13 Valid 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
Kesimpulan 

Perilaku tidak Etis 0,82 Reliabel 

Penegakan Hukum 0,78 Reliabel 

Keefektifan SPI 0,68 Reliabel 

Keadilan Prosudural 0,71 Reliabel  

Keadilan Distributif 0,65 Reliabel 

Kesesuaian Kompensasi 0,70 Reliabel 

Budaya Organisasi 0,77 Reliabel 

Potensi kecurangan 0,76 Reliabel 
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Tabel 5 

Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized 

Residual 

N 140 

Kolmogorov-Smirnov Z .072 

Asymp. Sig. (2-tailed) .076 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Dari hasil uji normalitas di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk 

unstandardized residual sebesar 0,076. Nilai ini signifikan untuk unstandardized 

residual lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data model regresi dalam 

penelitian sudah berdistribusi normal. 

 

Uji Multikolinearitas 

Analisis ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui adanya hubungan 

linier diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Pengujian Multikolinearitas 

dapat diperoleh dengan cara menghitung VIF (Variance Inflammatory Factor) dan Tol 

(Tolerance). Jika nilai VIF diatas 10 dan Tol dibawah 0,10 maka berarti terjadi 

Multikolinieritas. Hasil uji Multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 PTE  0,924 1,083 

PH 0,456 2,194 

KI 0,486 2,056 

KP 0,610 1,639 

 KD 0,665 1,503 

 KK 0,427 2,343 

 BO 0,383 2,614 

a. Dependent Variable: K 

 

Koefisien Determinasi 

Guna mengetahui besaran pengaruh Perilaku tidak Etis, Penegakan Hukum, 

Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, , 

Kesesuaian Kompensasi, dan Budaya Organisasi terhadap potensi kecurangan, dapat 

dilihat berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, dapat dilihat berdasarkan 

hasil pengujian koefisien determinasi. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat 

dilihat pada Tabel di bawah ini. 
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Tabel 7 

Hasil Uji Koefisien Determinasi  

 Adjusted R Square 

1 0.367 

 

Hasil Pengujian Secara Simultan  

Uji signifikansi simultan menunjukkan pengujian pengaruh variabel independen 

yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikan pada tingkat α = 5%, 

maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen 

(Ghozali, 2016).  

Hasil uji simultan dapat dijelaskan berdasarkan berikut ini. 

 

Tabel 8 

Hasil Uji F  
  

Model  

F Sig. 

1 Regression 12.500 0.000a 

Residual   

Total   

 

Berdasarkan  pada Tabel 8 diatas, hasil uji simultan menghasilkan nilai F 

statistik sebesar 12,500 dan nilai signifikan P value sebesar 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian Perilaku tidak Etis, Penegakan Hukum, Keefektifan Sistem Pengendalian 

Internal, Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, , Kesesuaian Kompensasi, dan 

Budaya Organisasi, dan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Potensi kecurangan. 

 

Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t)  

Hasil pengujian secara parsial dapat dijelaskan berdasarkan Tabel 9 

 

Tabel 9 

Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)  

Model Prediksi 

Arah 

B Sign. 1-Tailed Keputusan 

PTE + 0,431 0,000 0,000 H1 diterima 

PH - -0,136 0,260 0,130 H2 ditolak 

KI - -0,252 0,044 0,022 H3a diterima 

KP - -0,251 0,029 0,014 H3b diterima 

KD - 0,073 0,540 0,270 H3c ditolak 

KK - 0,116 0,307 0,153 H4 ditolak 

BO - 0,235 0,049 0,024 H5 ditolak 

 

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa Perilaku tidak etis, 

Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Keadilan Prosedural, dan Budaya Organisasi 
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terbukti berpengaruh terhadap potensi kecurangan. Selanjutnya, hasil hipotesis secara 

parsial akan dijelaskan sebagai berikut. 

Hipotesis pertama menguji adanya pengaruh Perilaku Tidak Etis terhadap 

Potensi kecurangan. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

H1 : Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel diketahui bahwa nilai koefisien korelasi 

variabel perilaku tidak etis sebesar 0,431 yang berarti setiap peningkatan satu skor 

perilaku tidak etis maka potensi kecurangan akan mengalami peningkatan sebesar 

0,431. Nilai signifikan variabel perilaku tidak etis adalah sebesar 0,000 < 0,05. Hasil ini 

menandakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan. 

Hipotesis kedua menguji adanya pengaruh penegakan hukum terhadap potensi 

kecurangan. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H2: Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel, diketahui bahwa nilai koefisien 

korelasi variabel penegakan hukum sebesar -0,136 yang berarti setiap kenaikan satu 

skor penegakan hukum maka potensi kecurangan akan mengalami penurunan sebesar -

0,136. Nilai signifikan variabel penegakan hukum adalah sebesar 0,260 > 0,05. Hasil 

ini menandakan bahwa H0 diterima dan H2 ditolak. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan. 

Hipotesis ketiga a menguji adanya pengaruh Keefektifan sistem pengendalian 

internal terhadap potensi kecurangan. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

H3a: Keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap potensi 

kecurangan 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel, diketahui bahwa nilai koefisien 

korelasi variabel Keefektifan sistem pengendalian internal sebesar -0,252 yang berarti 

setiap peningkatan satu skor Keefektifan sistem pengendalian internal maka potensi 

kecurangan akan mengalami penurunan sebesar -0,252. Nilai signifikan variabel 

Keefektifan sistem pengendalian internal adalah sebesar 0,044 < 0,05. Hasil ini 

menandakan bahwa H0 ditolak dan H3a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa Keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap potensi 

kecurangan. 

Hipotesis ketiga b menguji Pengaruh keadilan prosedural terhadap potensi 

kecurangan. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H3b:  keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi 

variabel keadilan prosedural sebesar -0,251 yang berarti setiap peningkatan satu skor 

keadilan prosedural maka potensi kecurangan akan mengalami penurunan sebesar -

0,251. Nilai signifikan variabel keadilan prosedural adalah sebesar 0,029 < 0,05. Hasil 

ini menandakan bahwa H0 ditolak dan H3b diterima. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap potensi 

kecurangan. 
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Hipotesis ketiga c menguji pengaruh keadilan distributif terhadap potensi 

kecurangan Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H3c:  Keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel, diketahui bahwa nilai koefisien 

korelasi variabel keadilan distributif sebesar 0,073 yang berarti setiap peningkatan satu 

skor keadilan distributif maka potensi kecurangan akan mengalami penurunan sebesar 

0,073. Nilai signifikan variabel keadilan distributive adalah sebesar 0,540 > 0,05. Hasil 

ini menandakan bahwa H0 diterima dan H3c ditolak. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan. 

Hipotesis ke empat menguji pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap potensi 

kecurangan. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H4:  Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel, diketahui bahwa nilai koefisien 

korelasi variabel kesesuaian kompensasi sebesar 0,116 yang berarti setiap peningkatan 

satu skor kesesuaian kompensasi maka potensi kecurangan akan mengalami penurunan 

sebesar 0,116. Nilai signifikan variabel kesesuaian kompensasi adalah sebesar 0,307 > 

0,05. Hasil ini menandakan bahwa H0 diterima dan H4 ditolak. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap potensi 

kecurangan. 

Hipotesis kelima menguji pengaruh budaya organisasi terhadap potensi 

kecurangan. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H5:  Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel, diketahui bahwa nilai koefisien 

korelasi variabel budaya organisasi sebesar 0,235 yang berarti setiap penurunan  satu 

skor budaya organisasi maka potensi kecurangan akan mengalami peningkatan sebesar 

0,235. Nilai signifikan variabel budaya organisasi adalah sebesar 0,024 < 0,05. Hasil ini 

menandakan bahwa H0 diterima dan H5 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Potensi Kecurangan  

Hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis diterima karena memiliki 

nilai signifikan lebih kecil dari alpha 5% (0,05) dan memiliki nilai kofisien regresi 

sebesar 0,431. Hasil tersebut membuktikan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh 

positif terhadap potensi kecurangan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

perilaku tidak etis maka potensi kecurangan semakin tinggi.  

Prambudi et al (2017) menyatakan bila dikaitkan dengan crowe’s fraud 

pentagon theory. Faktor pertama yaitu tekanan (pressure), tekanan tersebut diperoleh 

melalui pengaruh budaya organisasi didalam organisasi tersebut, dapat dikatakan jika 

budaya didalam organisasi itu tidak baik maka akan mempengaruhi sikap para atasan 

dan pegawai untuk berperilaku tidak etis, dan faktor kedua yaitu peluang (opportunity), 

jika perilaku tidak etis didalam instansi tersebut tinggi, maka akan menciptakan 

peluang terjadinya kecurangan didalam instansi tersebut, dan apabila peluang untuk 

melakukan kecurangan sudah ada, maka akan timbul faktor ketiga yaitu rasionalisasi, 
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dimana anggota organisasi menganggap perilaku tidak etis tersebut menjadi hal yang 

biasa didalam instansi. 

 

Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Potensi Kecurangan  

Hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis ditolak karena memiliki 

nilai signifikan lebih besar dari alpha 5% (0,05) dan memiliki nilai kofisien regresi 

sebesar -0,136. Hasil tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum tidak 

berpengaruh terhadap potensi kecurangan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

penegakan hukum maka tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan. Hal ini 

disebabkan oleh membaiknya kinerja para penegak hukum. Akan tetapi hasil ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prambudi et al (2017). 

 

Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Potensi 

Kecurangan  

Hasil hipotesis ketiga a menunjukkan bahwa hipotesis diterima karena memiliki 

nilai signifikan lebih kecil dari alpha 5% (0,05) dan memiliki nilai kofisien regresi 

sebesar -0,252. Hasil tersebut membuktikan bahwa keefektifan sistem pengendalian 

internal berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan. Hal ini dapat diartikan 

bahwa semakin tinggi keefektifan sistem pengendalian internal maka potensi 

kecurangan akan turun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prambudi et al 

(2017) keefektifan sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh negatif terhadap 

potensi kecurangan. Kaitannya dengan Crowe’s fraud pentagon theory, faktor pertama 

yaitu tekanan (pressure), tekanan datang dari kelompok organisasi untuk mengabaikan 

sistem pengendalian yang berlaku, maka akan berdampak timbulnya kecurangan, 

sedangkan faktor kedua yaitu peluang (opportunity), kecurangan yang ditimbulkan oleh 

faktor ini disebabkan karena sistem pengendalian internal di suatu organisasi belum 

berjalan dengan efektif dan efisien, dan juga belum berjalan sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan, dan juga disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian 

internal didalam organisasi tersebut, faktor ketiga yaitu rasionalisasi (rationalization), 

faktor rasionalisasi ini adalah mengesahkan atau menghalalkan sistem pengendalian 

yang sudah berjalan didalam organisasi tanpa memikirkan untuk memperbaiki atau 

membuat lebih baik lagi sistem pengendalian internal didalam organisasi tersebut agar 

lebih efektif dan efisien, faktor keempat dan kelima yaitu kompetensi (competence) dan 

arogansi (arrogance), kedua faktor ini menggunakan kemampuan dan kedudukannya 

untuk mengabaikan sistem pengendalian yang sudah berjalan didalam organisasi, 

sehingga akan menimbulkan terjadinya potensi kecurangan. 

 

Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Potensi Kecurangan  
Hasil hipotesis ketiga b menunjukkan bahwa hipotesis diterima karena memiliki 

nilai signifikan kecil besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,251. Hasil 

tersebut membuktikan bahwa keadilan prosedural berpengaruh terhadap potensi 

kecurangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Prambudi et al (2017) salah satu faktor para pegawai untuk melakukan potensi 

kecurangan karena didasari faktor keegoisan dimana dengan adil atau tidaknya keadilan 

prosedural, tetap saja kecurangan di sektor pemerintahan terjadi. Sehingga adil atau 

tidaknya keadilan prosedural yang di dasarkan pada keadilan prosedur pengambilan 

keputusan di suatu instansi tidak menjadi jaminan untuk mencegah terjadinya potensi 

kecurangan. 
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Pengaruh Keadilan Distributif Terhadap Potensi Kecurangan  

Hasil hipotesis ketiga c menunjukkan bahwa hipotesis ditolak karena memiliki 

nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,073. Hasil 

tersebut membuktikan bahwa keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap potensi 

kecurangan. Hal ini disebabkan oleh terpenuhinya kebutuhan yang diterima dari 

berbagai tunjangan dan gaji, sehingga muncul kesadaran dari setiap individu bekerja 

lebih giat dan bertanggung jawab. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Prambudi et al (2017). 

 

Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Berpengaruh Terhadap Potensi Kecurangan  
Hasil hipotesis keempat menunjukkan bahwa hipotesis ditolak karena memiliki 

nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar    0,116. Hasil 

tersebut membuktikan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap 

potensi kecurangan. Hal tersebut dikarenakan kompensasi keuangan sudah sesuai 

dalam PP No. 9 Tahun 2007 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang dalam 

lampirannya memuat Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan 

dan masa kerja. Demikian juga untuk aturan penerimaan tunjangan keluarga (10% dari 

gaji pokok untuk istri dan 2% dari gaji pokok untuk anak, maksimal 2 orang anak). 

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Prambudi et al (2017). 

 

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Potensi Kecurangan 

Hasil hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Nilai signifikan 

lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,235. Hasil tersebut 

membuktikan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap potensi 

kecurangan. Kaitannya dengan crowe’s fraud pentagon theory, faktor pertama yaitu 

tekanan (pressure), tekanan yang terdapat didalam organisasi akan mempengaruhi 

budaya organisasi di suatu instansi. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa 

budaya yang dianut oleh organisasi merupakan budaya yang sudah berjalan dengan 

baik sehingga jauh dari peluang terjadinya kecurangan didalam organisasi. 

 

 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian Prambudi et al (2017) 

2. Penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan. Hasil ini tidak 

sesuai dengan penelitian Prambudi et al (2017) 

3.a Keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap potensi 

kecurangan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Prambudi et al (2017) 

3.b Keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan. Hasil ini 

sesuai dengan penelitian Prambudi et al (2017) 

3.c Keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan. Hasil ini tidak 

sesuai dengan penelitian Prambudi et al (2017) 
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4. Kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan. Hasil ini 

tidak sesuai dengan penelitian Prambudi et al (2017) 

5. Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan. Hasil ini tidak 

sesuai dengan penelitian Prambudi et al (2017) 

 

Keterbatasan  

Penelitian ini menggunakan empat puluh indikator pernyataan yang harus 

diisi oleh responden. Banyaknya pernyataan yang harus diisi akan cenderung membuat 

responden tidak terlalu antusias untuk menjawab secara cermat dan mendalam setiap 

pernyataan yang diajukan, sehingga dapat menimbulkan respon yang bias yang tidak 

dapat diantisipasi peneliti. Pengambilan sampel di instansi pemerintahan provinsi 

Papua menjadikan penelitian ini kurang objektif, sehingga disarankan penelitian 

berikutnya dapat mengambil beberapa sampel dari pemerintahan provinsi yang berbeda 

sehingga hasil lebih baik. 

 

Saran 

Terdapat beberapa implikasi atas hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak objek penelitian dan 

dapat dilakukan di instansi lain sehingga hasil penelitian dapat berkembang. 

2. Bagi akademisi, dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya serta 

pengembangan proksi dari indikasi terjadinya kecurangan. 
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